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AMANAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
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Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial”
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THE2030 AGENDA FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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KEWAJIBAN DAERAH
4

v" Membuat KLHS RPJMD
v' Menjamin Kualitas KLHS RPJMD Prinsip-Prinsip penyusunan

4 v' Menyusun Rancangan Teknokratik ':P::\::;pam
./ RPJMD

2. Responsive,
/- v' Menyusun Ranwal RPJMD 3. Efisien,
v' Menyusun Rankhir RPJMD 4. Efektif,
v' Menyusun dan menetapkan Perda 5. Akuntabel
RPJMD 6. Partisipatif,
7. Terukur,

8. berkeadilan,

9. berwawasan lingkungan
dan

10.berkelanjutan.

(J Pembuatan KLHS RPJMD dilakukan
sebelum/bersamaan dg Rancangan
Teknokratik RPJMD

(] Perda RPJMD disusun dan
ditetapkan 6 bulan setelah kepala (Permendagri 86/2017)
daerah dilantik
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UU 32/2009 - DEFINISI & INSTRUMEN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan
aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk
menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan
dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

Instrumen Pembangunan

Berkelanjutan

KLHS - rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program
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- TANPA - TANPA KEHIDUPAN SEHAT PENDIDIKAN KESETARAAN
\,‘(t _A KEMISKINAN = KELAPARAN DANSEJAHTERA BERKUALITAS GENDER
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TU:UAN
PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN

RENCANA
PEMBANGUNAN

AIRBERSIHDAN IS NDUSTRI 10 BERKURANGNYA
SANITASILAYAK PERTABAA KESENJANGAN
DAERAH

KELAMBAGAAN
YANG TANGGUH
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— Pembangunan
Berkelanjutan

PERDAMAIAN, KEMITRAAN
13 PENANGANAN 1 EKOSISTEM 16 KEADILANDAN 1 ?HMMENCAPAI

PERUBAHANIKLIM LAUT

Permendagri No. 7 Tahun 2018

Pembuatan & Pelaksanaan KLHS
dalam Penyusunan RPJMD
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INTEGRASI SDGs (HASIL KLHS) DALAM RPJMD

(8T0T/L 148epUBWIRY)
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KEBIJAKAN UMUM
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

KONDISI UMUM DAERAH
(geografis, demografis, DDDT,
keuangan)

CAPAIAN INDIKATOR TPB

PEMBAGIAN PERAN

KONDISI PENCAPAIAN TPB

SKENARIO PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN

ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN,
SASARAN STRATEGIS

\

—> BAB | PENDAHULUAN
S BAB || GAMBARAN UMUM KONDISI
DAERAH

BAB Il GAMBARAN KEUANGAN
DAERAH
BAB |V PERMASALAHAN DAN ISU-
ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN
DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

BAB VII KERANGKA PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

(£10Z/98 18epPUDWIRA)
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PENELAAHAN KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJMD

(Permendagri 86/2017 - lampiran)

PENELAAHAN KLHS RPJIMD

Penelaahan KLHS RPJMD merupakan bagian dari tata cara penyusunan dan Perubahan dokumen RPJMD dan
dokumen rencana perangkat daerah

TUJUAN

Memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan
pembangunan di daerah

TATA CARA

1. Mengidentifikasi dan menentukan skenario pembangunan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih
serta laporan KLHS

2. Penyusunan analisis teknis KLHS mengacu kepada peraturan perundang-undangan

3. Penyusunan analisis pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan
daerah mengedepankan asas keberlanjutan

4. Mengintegrasikan rekomendasi pembangunan berkelanjutan ke dalam rancangan dokumen RPJPD/RPJMD




PENELAAHAN KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJMD
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PENDIDIKAN

KESEHATAN

KLHS RPIMD TITB
|
DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG TUJUAN PEMBANGUNAN
| BERKELANJUTAN
PERMASALAHAN DAN ISU |
STRATEGIS INDIKATOR TPB RELEVAN

TUJUAN

SASARAN STRTEGIS

PUPR

PERUMAHAN RAKYAT DAN PERKIM

TRANTIB LINMAS

SOSIAL




URGENSI PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN
KLHS RPJMD

KLHS RPJMD dibuat sebelum waktu pelantikan kepala daerah. Sehingga tenggat waktu
pembuatan KLHS RPJMD adalah WAKTU PELANTIKAN tersebut.

Jadwal Pelantikan Kepala Daerah (tentatif)

Gelombang 1 Gelombang 2 Gelombang 3 Gelombang 4
Gubernur/Wakil Gubernur Gubernur/Wakil Gubernur Gubernur/Wakil Gubernur Gubernur/Wakil Gubernur

Gubernur/Wakil Gubernur

@ 80 daerah

Bupati/Wakil Bupati
Walikota/Wakil Walikota

Bupati/Wakil Bupati
Walikota/Wakil Walikota

Bupati/Wakil Bupati
Walikota/Wakil Walikota



TIMELINE PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN
RS KLHS RPJMD

PILKADA SERENTAK WAKTU PELANTIKAN PENETAPAN RPJMD
6 bulan
? ?% 75 hari ?
Rancangan i
. ' Penyempurnaan RANWAL RANHIR
Teknokratik : yemp

Pembuatan KLHS RPJMD Penelaahan KLHS RPJMD

Pembuatan KLHS RPJMD dapat Pemanfaatan KLHS RPJMD dilakukan
dilakukan hingga sebelum pada proses penyusunan
pelantikan kepala daerah Rancangan Awal RPJMD



PROGRES DAERAH DALAM 171 4uerah

PEMBUATAN KLHS RPJMD

TAHAP 2

BELUM | PENGKAJIAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN PERUMUSAN SKENARIO
! | | |
3 Provinsi 5 Provinsi 7 Provinsi 2 Provinsi
! | | |
23 Kabupaten 30 Kabupaten 42 Kabupaten 3 Kabupaten
: | | |
6 Kota 14 Kota 15 Kota 3 Kota

11% 19%

B Belum menganggarkan
m Tahap 1
W Tahap 2

Tahap 3

M Belum konfirmasi

37% 29%

Data per 1 September 2018



TERIMA KASIH



NARAHUBUNG KLHS RPJMD
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI

WILAYAH NARAHUBUNG WHATSAPP

SUMATERA Anggi Aran Putra  0853-7426-0877
JAWA BALI NUSA TENGGARA Ramdhan AnjarS 0857-9702-2260
KALIMANTAN Ahmad Sahab 0857-1459-2759
SULAWESI Nicita MeinandaY 0816-1931-395

MALUKU PAPUA Ahmad Sahab 0857-1459-2759

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
SUB-DIREKTORAT LINGKUNGAN HIDUP
Telp./fax: 021-7942660
Email: subdit5.lh@gmail.com



